BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang
implementasi program Jakpreneur, maka penulis menyimpulkan bahwa
implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan
Ciracas sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM yang
bergabung menjadi anggota Jakpreneur terus mengalami peningkatan sejak
tahun 2020 sampai tahun 2022 terutama dibidang usaha kuliner, fashion dan
warung sembako.

Dimensi ukuran dan tujuan kebijakan implementasi program Jakpreneur
juga sudah jelas yaitu untuk mendukung pengembangan UMKM melalui
beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, pemasaran,
perizinan, pelaporan keuangan dan permodalan dengan beralaskan hukum
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu.

Dimensi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya
modal dan sumber daya sarana dan prasarana dalam implementasi program
Jakpreneur di Kecamatan Ciracas sudah berjalan dengan baik. Sumber daya
manusia dalam implementasi program ini terdiri dari SKPD Pembina
Jakpreneur, Satuan Pelaksana UMKM Kecamatan Ciracas dan pendamping
Jakpreneur. Sumber daya modal dalam implementasi program ini bersumber dari

APBD DKI Jakarta, dan sumber daya sarana dan prasarana dalam implementasi
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program ini adalah fasilitas pelatihan dan pemasaran produk yang telah
disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendamping Jakpreneur Kecamatan Ciracas sudah mengikuti pelatihan-
pelatihan yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta
Timur sebagai dasar untuk melakukan pendampingam kepada pelaku UMKM.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dimensi karakteristik agen pelaksana
dalam implementasi Program Jakpreneur di Kecamatan Ciracas sudah memadai.

Dimensi sikap pelaksana program Jakpreneur ini adalah netral dan adil
dalam memberikan informasi kepada UMKM. Tetapi pelayanan yang diberikan
masih perlu ditingkatkan lagi agar UMKM binaan memiliki daya juang dan
semangat tinggi dalam mengikuti semua tahapan-tahapan program Jakpreneur
sampai selesai dan menjadi UMKM yang berkembang dan naik kelas.

Dimensi komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana program
Jakpreneur sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi antara
pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan dalam mengadakan bazaar sudah terjalin
baik. Tetapi dimensi komunikasi masih perlu ditingkatkan lagi agar pihak
Kelurahan dapat turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM.

Hadirnya program Jakpreneur ini dapat menyerap tenaga kerja dan
membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kemajuan teknologi
dimanfaatkan untuk pelatihan, pemasaran produk juga pelaporan keuangan
UMKM. Oleh karena itu, dimensi lingkungan sosial ekonomi, kemajuan
teknologi, dukungan publik terhadap implementasi program Jakpreneur ini

berjalan cukup baik.
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IMPLIKASI KONSEPTUAL

Implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di
Kecamatan Ciracas yang sudah dianalisis menggunakan teori model
implementasi program Van Meter dan Carl Van Horn terdiri dari 6 (enam)
dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen
pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan
lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan dengan baik yang
dibuktikan dengan temuan-temuan empiris di lapangan. Namun diakui penulis,
bahwa 6 (enam) dimensi tersebut belum mampu menganalisa studi implementasi
program Jakpreneur sebagai pilihan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kelemahan tersebut terutama tidak adanya dimensi koordinasi dan sistem
kelembagaan antar instansi Pemerintah, padahal dimensi ini sangat penting
dalam menentukan keberlangsungan implementasi program Jakpreneur dimana
banyak instansi-instansi Pemerintah yang terlibat yang dapat mendukung
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.
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C.SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat

diberikan dari hasil penelitan tesis ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena program Jakpreneur
terbukti memiliki dampak positif dalam pengembangan UMKM, maka
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat melanjutkan dengan model
diversifikasi pengembangan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan
Ciracas.

Bagi Satuan Pelaksana UMKM Kecamatan Ciracas, yang memiliki tugas dan
fungsi dalam mengintegrasikan program Jakpreneur ini perlu membuat
model pendampingan dalam berbagai dimensi agar UMKM di wilayah

Kecamatan Ciracas dapat berkembang dimasa yang akan datang.

. Peneliti selanjutnya, agar dapat secara khusus meneliti dimensi keterlibatan

masyarakat dalam implementasi program Jakpreneur yang mendukung

pengembangan UMKM.
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